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tanggung jawah mewujudkan kewejahtersan rakyat, Urtuk s repzry berperan seberzi wadd
ataw public agent dalam upaya memenuhi segaly vebuthan vzt A
kebutuhan hidup rakyat, itulah yang menjadi d
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Tanggung jawab negara menyejahterahkan rakyat dalam pelaksanzznnya dibebanien
kepada pemerintah. Itulah sebabnya, pemerintah banyak campur tangan dalam segala zspek
kehidupan rakyat, Pemerintah harus memperhatikan segala aspek kepentingan rakyar, dan
pemerintah pula yang menarik, membawa, dan mendorong kehidupan rakyat menujo
kehidupan yang scjahtera,

Dalam konsep negara berdasarkan atas hukum (negara hukum) yang demokratis,
kehendak dan keinginan rakyat menjelma dalam bentuk peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh badan legislatif sebagai wakil rakyat. Peraturan perundang-undangan
ini menjadi dasar atau pedoman pemerintah dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

Dalam praktik, pemerintah sering mengalami kesulitan bertindak, terutama bagaimana
teknis, prosedur, dan sarana atau prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan dan
mewujudkan kehendak rakyat tersebut karena peraturan perundang-undangan hanya
menggariskan tujuan yang ingin dicapai melalui rumusan norma umum dan abstrak. Dalam
hal demikian, pemerintah sering mengeluarkan kebijakan administratif untuk kelancaran
dan kemudahan pelaksanaan tugasnya. Bagi pemerintah, tindakan ini sangat menguntungkan
tugasnya, namun bagi masyarakat yang dilayani, belum tentu diuntungkan kepentingannya.
Karena itu, menjadi pertanyaan: kebijakan administratif yang bagaimana agar efektif bagi

Prajudi Atmosudirdjo, /ukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, him. 83.
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1. KEBLJAKAN ADMINISTRATIF

2 Indonesiz terdzpzt duz kata yang sekilas hampir sama, yaity “Kebijakzr~
dun “kebiizksznzzn~. RM. Girindro Pringgodigdo menyatakan, bahwa “kebijakap” o)
eriemaban dai “wisdor™ (Inggsis) atau “wijsheid” (Belanda), sedangkan “kebijaksangz-
m*- teryermzhan dzn “policy” (Inggris) ztzu “beleid” (Belanda).’ Sementara itt, A. Hamg
crpendzpa sebzliknya, bahwa “kebijakan” adalah terjemahan dar; il
w2y “heleid” * i sini tzmpzk terdzpat perbedaan penerjemahan antara dug ahli hukgp,

terehut.
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Pringgodigdo menganivan kebijakan sebagai tindakan-tindakan seketika (instan
decision) berdzszskan situzsi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan yang bersifa
pengzturzn didzszrkzn wewenang diskresioner ( discretionary power/authority, freies
emersen) yzng dimiliki, vedangian kebijaksanaan sebagai seran gkaian tindakan dan kegiatan
yang direncanzian umuk mencapai sasaran atauy twjuan yang diinginkan, kebijaksanaan ini
melihat hal ke depan

Dalam komeks bahasa Indonesia, “kebijakan” berasal dari kata “bijak”, sedangkan
“kehijaksanaan” berasal dari katy “bijaksana”. Kata bijak dan bijaksana mengandung arti
yang sama, yakni pandai, mahir, selaly menggunakan akalnya. Dalam hubungan dengan
pemerintahan, kebijakan berani rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan
dasar rencana dalam suaty pekerjaan, sedangkan kebijaksanaan berarti kecakapan bertindak
apabila menghadapi kesulitan ¢ [y sini, kebijakan diartikan tindakan menyusun konsep
s pekerjaan yang akan datang, sedangkan kebi jaksanaan diartikan sebagai tindakan
reskt Verhadap masalah yang wedany dihadapi. Pengentian ini bertolak belakang dengan
pengentian yany dikemukakan oleh Pringgodigdo,

} thuuru! Altamimj, kebijakan dan kebijaksanaan pada dasarnya sama, yaitu tindaka?
)CH Y, b & - t P " . fprg . 1 n
” ararkan ke venangan yany dimilikinya, baik rencana pelaksanaan kerja maupy
WNZaas] masalab o, : :
A masalah yang timbyl Dalam prakiik kebijakan muncul dalam keputusa? &

A ”aﬂd;‘f]' ._ “'— 54 lln"
Vidu, !m: 2’:;”;‘",”', Verbedan antary Perituran Perundang-undangan dan Peraturan Kebl
Abamid 3 N: i, L:&’;’uln. Pergurian Tinggi Ny Kepolisian, 1992, him. 10.
Philipus 34 y l.ﬂmml. Hukiy "’""”‘k--,."np, Cit, him. 12

o j!;ﬂ el ; " -8y . .
Mhid | by, 149 15 L .. him, 14%-149,

A Ham:d 5, Aunmum.

s lentang,, " Op. Cit,, him, 13
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gndakan fisik. Keputusan bisa ditsjukan kepada masalah yang dihndu i atau terh
rencana kegiatan yang akan datang, sedangkan tindakan fisik hanya tenu?u a:a N a‘:"P
yang dihadapi. Tindakan fisik ini tampak sama dengan rumusan kt:bijalncs:anaaanerdr:silas:;c :h
hal itu, maka penulis lebih baik menggunakan kata “kebijakan”, yakni tinf.iakan beru 2
keputusan, baik mengenai rencana kegiatan maupun mengenai masalah yang dihadapi,p

Adapun istilah a.dmmlstrasn "berasal dari bahasa Latin “administrare” yang berarti
mengatur. Banyak ahli hukum mencoba mengartikan kata “administrasi” menurut sudut
pandangnya masing-masing. Misalnya, Philipus M. Hadjon e al. membagi pengertian
administrasi dari dua aspek. Pertama, administrasi dilihat dari aspek ilmu administrasi
negara, yang meliputi lapangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan kedua
administrasi dilihat dari aspek hukum administrasi negara yang hanya meliputi eksekutif.*
Stelinga melihat administrasi dari pengertian luas yang meliputi lapangan wetgeving, bestuur,
politie, dan rechtspraak, dan dari pengertian sempit yang meliputi lapangan bestuur saja.”
Sementara itu, Denock dan Koening mengartikan administrasi dalam arti luas sebaga
kegiatan negara dalam melaksanakan politiknya, sedangkan administrasi dalam arti sempit

adalah kegiatan eksekutif saja.”

Dari beberapa pendapat di atas, penulis melihat bahwa administrasi dalam hukum
administrasi negara sama dengan administrasi dalam arti sempit, yang berarti sama dengan
eksekutif, bestuur, dan pemerintahan dalam arti sempit. Menurut Koentjoro Poerbopranoto,
administrasi atau pemerintah dalam pengertian ini hanya mencakup satu lembaga, yaitu

Philipus M. Hadjon menyatakan, bahwa administrasi dalam

presiden.” Sementara 1tu,
sebagai fungsi pemerintah

pengertian ini mencakup dua aspek, yaitu: pertama, administrasi
{eksekutif) dan kedua, administrasi sebagai struktur/keseluruhan o
(eksekutif).”® Inilah ruang lingkup pengertian administrasi yang dimaksud penulis dalam

tulisan ini.

rean pemerintahan

Hukuwm Administrasi Negara, Yopyakarta: Gadjah Mada

¢ FPhilipus M. Hadjon et al., Pengantar
University Press, 1993, him. 5.

A. Hamid S. Attamimi, “Fungsi Presiden dan
dan Pengujian Peraturan Perundang-undi}ngfm
Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijay

Philipus M. Hadjon et al., Op. Cit., him. 3.

Koentjoro Poerhopranoto, Beberapa Cuiatan Huku
Negara, Bandung: Alumni, 1975, hlm. 40-41.

Philipus M. Hadjon et al,, Op. Cit., him. 5-6.

[DPR di Bidang Perundang-undangan (Pembentukan
Menurut UUD 1943).” Pidaro Dies Natalis.

a, 1992, him. 1.

n Tuta Pemnerintahon e Peradilan Administrasi
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Administrasi sebagai fungsi pemerintahan (cksekuf) adalah fungsi penyelengg,
negara yang tidak termasuk fungs: leflslatlf dan yudikatif. M.enurut W Fﬂedman' f“f_lgsi
pemerintahan yang dimaksud adalah “The process of performing particular acts, o isuing
particular orders, or (as usua ity) of making d“j’cm on which app ?’ g emfr al rules of Particyjq,
case.” Sepaham dengan itu, Andrew Dunsire mengatakan, “Administration i work o
directing, or establishing the principles of, the f-’xeﬂ.‘uﬁffﬂ or implementation of the Jg,,
of public policy, as con trasted with both the determ.mauan of rhf;se laws or that policy, ang
the detailed or routine stages of such execution or implementation.”" Dari kedya pendapat
tersebut, fungsi pemerintahan yang dimaksud adalah melaksanakan undang-undang dan
kebijakan umum (ini tugas pokok), membuat asas atau dasar pelaksanaan!penerapan
undang-undang/kebijakan umum yang berarti membuat peraturan lebih lanjut darj undanp-
undang/kebijakan umum, dan membuat keputusan terhadap kasus-kasus tertentu (penerapan
peraturan secara konkret terhadap kasus yang dihadapi). Dengan perkataan lain, fungsi
pemerintahan jtu meliputi pelaksanaan undang-undang/kebijakan umum (tindakan materia|
atau nyata),’? membuat keputusan yang berupa peraturan (membuat peraturan) dan membuat
keputusan konkret (beschikking)."

Administrasi sebagai struktur organisasi adalah keseluruhan organ, instansi, pejabat
administrasi negara/pemerintah. Dalam hukum administrasi Indonesia, struktur organisasi
administrasi dibagi dua. Pertama, pemerintah pusat, yang terdiri atas presiden dan wakil
presiden, para menteri beserta aparaturnya, para kepala lembaga pemerintah nondepartemen
beserta aparaturnya, dan para kepala badan negara beserta aparaturnya. Kedua, pemerintahan
daerah, yang terdiri atas unsur pemerintahan wilayah, yang meliputi kepala wilayah, instansi

vertikal beserta aparaturnya; unsur pemerintah daerah yang meliputi kepala daerah, DPRD,
dinas-dinas daerah beserta aparaturnya,

. Berdasarkan uraian dj atas, yang dimaksud kebijakan administratif adalah kebijakan
administrator yang bersumber pada kewenangan administratif semata yang dimilikiny !
Dl‘..ngan perkataan lain, kebijakan administratif adalah tindakan mengeluarkan keputusah
paik berupa peraturan (re geling) atau penetapan (beschikking) oleh administrel®

ber.dasa‘rkan wewenang administratif yang dimilikinya, bukan berdasarkan wewenang
legislatif atay yudikatif,

\

Andrew Dunsire, Adminisirg
Lihat Und

Bhilipus

‘ 16.
fton of tie World and the Science, Martin Robertson, 1972, bl

ang-

g Utldang No. 5 Tahun 1986 lenlang Peradilan Tata Usaha Negara.
A M. Hadjon e al., Op. Cit., him. 4.
Himid §, Allamim;, "Hukum lentang...,” Op, Ci;
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(i, LAYANAN PUBLIK

Layanan publik (public service) dimaksudkan layanan administrator (pemerintah)
kepada masyarakat umum. Layanan publik dapat ditujukan kepada kebutuhan masyarakat
persama (kepentingan umumy}, misalnya pembangunan sarana umum, seperti pembangunan
jembatan, dapat pula ditujukan kepada orang/golongan yang berkepentingan, misalnya
pembcrian izin mendirikan bangunan (IMB) kepada orang yang memohonnya.

Layanan publik pemerintah dibagi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pembagian ini dilakukan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Melalui undang-
undang dan peraturan pemerintah tersebut sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada
pemerintah daerah, sedangkan sisanya berada pada pemerintah pusat. Dengan demikian,
pejabat pemerintah (administrator pusat atau daerah) wajib melakukan layanan publik sesuai
dengan jenis kewenangannya masing-masing.

IV, EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ADMINISTRASI

Seperti dikemukakan di muka, kebijakan administratif adalah tindakan mengeluarkan
keputusan administrasi yang bersifat pengaturan, yang disebut peraturan kebijakan (beleid
regels, policy rules), dan mengeluarkan keputusan administrasi yang bersifat penetapan,
yang disebut penetapan administratif (beschikking). Pertanyaan yang perlu dibahas lebih
lanjut adalah bagaimana efektivitas kedua kebijakan administratif tersebut bagi layanan
publik,

A. Efektivitas Peraturan Kebijakan

Administrasi negara berwenang membuat dua macam peraturan, yakni peraturan
perundang-undangan dan peraturan kebijakan. Peraturan perundang-undangan
(wetgeving) adalah peraturan yang dibentuk berdasarkan wewenang legislatif,
sedangkan peraturan kebijakan (beleid regels, policy rules) atau legislasi semu'? adalah
Peaturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan administrasi atau penyelenggaraan
pemerintahan semata-mata dan tidak mempunyai dasar kewenangan undang-undang
(wet) atay undang-undang dasar (grondwet), karena itu bukan peraturan perundang-
undangan,'s Kewenangan administrasi membentuk perturan kebijakan tidak terikat

—_—

Prajud; Atmosudirdjo, Hukium Administrasi Negara, Jukar: Ghalia Indonesia, 1981, him, 83.

A.Hamid S. Auamimi, *"Perbedaun santara Peraluran Perundang-undangan dan Pernlursn Kebijakan,”
Pidato Diey Natalis, Jukaria: Perguruan Tinggi 1lmu Kepalisian, 1992, him. 10.
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ur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan_n
(vrijbelei . anyai WEWEnang diskresioner (freies emersen) untuk bertingy
Administrasi memp o wgasnya." Dalam tulisan ini tidak akan dibahag tentang

bebas guna kepentinga karena bukan termasuk peraturan kebijakan,

raturan pemndang-undangan
pe dikatakan efektif bagi layanan publik apabila peraturap

han dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintap,
(administrator), e enis layanan publik dapat dinikj-nati S_EIuruh
masyarakat. Di samping itu, bagi masyarakat mudah memperoleh di_ln.mcnl-knlatl semua
layanan publik dari pemerintah. Berdasarkan kewenangz-m- administrasi yang tidak
terikat pada undang-undang atau undang-undang dasar, fldmlnlstrator dfpat menentukan
apa saja bagi efektivitas tugas layanan publiknya melalui Feraturan kebij akan Sekalipun
demikian, apa yang ditentukan oleh administrator sebaiknya memperhatikan kondisi
masyarakat dan kebutuhan teknis layanan yang diperlukan masyarakat.

) dalam arti tidak diat

Peraturan kebijakan baru dapat

ini mampu memberi kemuda .
hingga semua }

Fred W. Rigg - berdasarkan hasil penelitiannya dengan menggunakan metode prisma-
membedakan masyarakat dalam tiga bentuk. Pertama, masyarakat agraris atau primitif
(difbaratkan cahaya putih sebelum masuk prisma) yang mempunyai ciri satu struktur
administrasi dengan mengemban bermacam-macam fungsi. Kedua, masyarakat
berkembang atau masyarakat prismatik (diibaratkan cahaya yang terurai dalam prisma)
yang mempunyai ciri struktur administrasi berbeda-beda. Di sini ada satu struktur
yang mengemban bermacam-macam fungsi dan ada pula satu strukrut yang hanya
mengemban satu fungsi. Ketiga, masyarakat maju atau industri (diibaratkan ancka

facam wamna cahaya yang keluar dari prisma) mempunyai ciri satu struktur dengan
satu fungsi,

Berdasarkan hasil penelitian Fred W. Rigg di atas, penulis berpendapat, bahwa
pcru‘b ahan l'na?yzfrakat memerlukan perubahan struktur organisas;i administrast dan’
ie:;:hﬁz:e;::r;ﬁis furllgsi layanan publik. Semakin berkembang atau rflajll ’:‘Uatu
ey darimnc:?u?rlukan flefercnsiasi struktur organisasi adminstrast dan
asing-masing struktur organisasi.

Pad!a Saat ini bangsa Indone
lr(naju. Kebutuhan layanan

ebutuhan teknis layanay p

sia sedang berkembang dan mengarah pada bangsd yang
publik yang efektif memerlukan penyesuaian dengh®
ublik. Dengan mengambil hasil penelitian Rigg di #*

R

17

A. Hamig S. Allamimi.

. "Huk
Phlhp,_,s M. Hadjon tu Ukum lentang, .,

" Op. Cit., him. 12
+Op, Cig,, him, 148-149
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ministrator dapat mengeluarkan kebijak inistrati
o o Eclu 'K j. an administratif yang mengarah ke
deferensiasi struktur organisasi administrasi dan spesialisasj fun
: i administrator dapat bebas i
{ni berarti o p. .membentuk berbagai macam dan berapa banyak
jembaga (organ administrasi) yang dibutuhkan dan membagi bermacam-macam Jenis
layanan publik kepada setiap organ administrasi tersebut, sera membentuk sarana/
prasarana pendukung, misalnya aturan (norma) yang menjadi pegangan bertindak dan
perlengkapan administrasi. Kebebasan administrator menentukan hal-hal tersebut dapat
sejalan dengan peraturan perundang-undangan atau dapat menyimpang.'? atau

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan™ guna efektivitas dan efisiensi
pemenuhan layanan publik.

gsi layanan publik.

Pembentukan peraturan kebijakan dapat melalui pengaturan (regulation),
penyederhanaan (deregulation), atau pengaturan kembali (reregulation). Pilihan ini
bergantung pada apakah organ dan fungst yang diperlukan sudah ada atau belum. Jika
ada, apakah sudah baik. Jika belum, bagaimana memperbaikinya. Regulasi ditujukan
untuk mengadakan organ dan fungsi yang belum ada, deregulasi ditujukan pada
penyederhanaan organ dan fungsi yang telah ada agar lebih efektif, dan reregulasi

ditujukan kepada usaha memperbaiki kembali organ dan fungsi yang telzh ada tetapi

belum sempurna.

Dengan kebijakan administrasi yang bersifat peraturan ini, administrator dapat
membuat peraturan guna memaksimalkan upaya layanan publik kepada masyarakat
karena kebutuhan adanya organ, sepesialisasi fungsi, teknis layanan, sarana layanan
yang lebih efektif. Ini berarti administrator dapat menjalankan tugas layanannya dengan
baik, dan masyarakat dapat menikmati layanan publik dengan mudah.

B. Efektivitas Kebijakan Administratif Bersifat Penctapan

Kebijakan administratif bersifat penetapan (beschikking) adalah Pefb“am"'h“k”"_‘
sepihak yang bersifat administrasi negara yang dikeluarkan oleh pejabat atau nstanst
pemerintah sebagai realisasi dari kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata
(konkret), kasual dan indivi dual.2' Kewenangar membentuk beschikking berdasarkan
kewenangan atribusi (pemberian) atau delegasi {limpahan) peraluE'afl pt:r’u:dang-
undangan (legislatif) dan bukan berdasarkan kewenangan bebas administrasi.™

Ibid., him. 149-150.

A. Hamid §. Attamimi, “Hukim tentang....” Op. Cit., hlm. 13-
Prajudi Atmosudirdjo, Op. Cit., him. 91.

Philipus M. Hadjon et al., Op. Cit., him. 128,
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. persifat penetapan, yang berupa keputusan (d_al:fm arti sempit g,
chljf_lszﬂ ‘:ja;ri pejabat atau instansi administrasi negara ditujukan kepad, Kasys.
beschikking) dministrator. Keputusan ini merupakan kenkretisasi nogm,

ihadapi 2
kasus yal:gl r:;( daﬁpperatumn perundang-undangan terhadap kasus-kasus konkges dan
strak,

tu, keputusan atau tindakan administrasi negara mengeluarkay
dak boleh bertentangan dengan peraturan perundang—undangan.

umum, a
individual. Karena 1

keputusan tersebut ti
Bagi layanan publik, peschikking memberi penetapan atas hak masyarakat. Ini berart;
beschikking memberi perlindungan hukum sec?ra nyata. da.n tegas kcpzfda masyarakat
yang berkepentingan dengan layanan publllk. Selain itu, melalui beschikking,
2dministrator telah memberi jaminan kepastian hl.]kllm atas hak tertentu kepada
masyarakat, sehingga beschikking akan mcmbe.,n rasa aman, tenteram kepada
masyarakat dalam menggunakan dan menikmati hak layanan publik. Apa yang
ditetapkan administrator dalam keputusannya, baik mengenai siapa pemegang hak,
apa jenis layanannya, bagaimana kekuatan haknya, dapat dipertahankan oleh pemegang
hak layanan publik terhadap gangguan pihak lain, kecuali apabila keputusan tersebut
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat digugat melalui
peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, kebijakan administratif dari
administrator yang bersifat penetapan mampu menjamin dan melindungi pemberian
hak masyarakat sesuai kehendak peraturan perundang-undangan.

C. Efektivitas Kebijakan Administrasi tentang Swastanisasi

Dewasa ini perkembangan layanan publik kepada masyarakat semakin bergeser
dari administrasi negara kepada pihak swasta, Pergeseran ini terjadi melalui
Swaslanisasi (privatisasi). Menurat E.S. Savas, “Privarization is the act of reducing
the role government, or increasing the role of private sector, in an activity or in the
owner S’"'P. of asset.”™ Pengurangan tugas administrator bukan berarti pengurangan
anggung jawab tugas layanan publik, melainkan pengurangan pelaksanaannya, Tuges
1mlscmu1a dilaksanakan langsung oleh administrator sendiri, tetapi dengan swastanisasi
I:l :k:a;nanan ltlgas.te.rsebut dilaksanakan oleh swasta. Tanggung jawab layanan P“.b]ik

P ada pada administrator, sehingga apabila swasta tidak mampu atau mengﬂbalka"

kepenti ini
pc. |lngan umum, maka administrator dapat menarik kembali pelaksanaan laysne®
publik ity darj pihak swasta,

h-_—__‘_-_‘___-ﬂ—_
n . T
ES. Savas Privatizes:
' ¥ettizal . > z 4
e, 1987, him, 3, tton: the Key to Berter Governmenr, New Jersey: Chatham House Publish®
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pilimpahkannya pelaksanaan layanan publik kepada swasta buk i
neniadakan status administrator sebagai public SErvicer atap public uc:n o
pertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, melainkan untuk merin Enksonby;ng
administrator dalam memenuhi kebutuhan umum masyarakat 2 Semakiﬁ ber:lcl;m; e
dan maju masyarakat, semakin kompleks pula kebutuhan hidup masyarakat 31':131
meminta semakin banyak campur tangan administrator terhadap semua aspek .atau
jenis layanan publik. Kemampuan ekonomi, struktur organisasi administrasi. dan sarana
serta prasarand yang terbatas menyebabkan beban administrator semakin b1crat. Untuk

wetap memenuhi semua layanan publik masyarakat, maka swastanisasi merupakan cara
terbaik yang perlu ditempuh administrator.

Dengan menggunakan kebijakan administratif, baik berupa peraturan kebijakan
maupun kebijakan penetapan, administrator dapat menentukan jenis layanan publik
apa yang perlu dilimpahkan kepada swasta. Selain itu administrator dapat menentukan
siapa swasta yang akan dilimpahi pelaksanaan layanan publik, bagaimana syarat yang
diperlukan, jangka waktu pelaksanaannya, bagaimana kewenangan pihak swasta,
bagaimana mekanisme kontrol administrator terhadap swasta, bagaimana sanksi hukum
jika swasta melalaikan kepentingan umum, dan sebagainya.

Melalui kebijakan administrasi, administrator lebih berperan sebagai pengatur
dan pengendali kegiatan swasta, sedangkan realisasi layanan dilakukan oleh swasta,
Dengan cara ini, diharapkan kepentingan layanan publik masyarakat dapat terpenuhi
dan administrasi tetap berperan mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Tugas layanan publik tetap menjadi tanggung jawab pemerintah (administrator).
Kebijakan administratif dapat sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
layanan publik terhadap masyarakat. Dengan kebijakan ini administrasi negara dapat dengan
bebas menentukan apa yang diperlukan bagi kemudahan, kelancaran, dan kf:manfaatan
pelaksanaan layanan publik, sehingga tugas yang diemban administrator dapat dilaksanakan
dengan baik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik pula.

Melaiui kebijakan administratif, administrator juga dapat menentl:ﬂ'mn sikap apakah
tgas layanan publik akan dilakukan sendiri secara langsung, atau perlu dllln_ipahkan kepada
pihak swasta, Ini bergantung pada kemampuan ekonomi, struktur organisasi, dan dukunsan
dari sarana serta prasarana yang dimiliki administrator. Bagi admin.islramr yang penting
bagaimana tugas layanan publik dapat dilaksanakan dengan mnksnm.ul-. dan bagm.mana
agar masyarakat dupat menikmati apa yang menjadi baknya dari administrator, sehingga
kesejahteraan rakyat dapat diwujudkun,
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